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REPUTUSAN KIEPALA DINAS PIENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATIN BOGOR
Nomor s A2, 10/081/ 00003 /DIPMIPTER/ 2019

TENTANCG

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKEBM) CAHAYA SUNNAH
DISSA CILEUNGST KILCAMATAN CILIEUNGS]

KIEPALA DINAS PIENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Memmbang v bahwa Punnt Keglatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah
natu Pendidikan Non Formal (PNF) yang dapat menyclenggarakan
program - Pendidilenn - Kenksarann  Fungsional  (KF), Pendidikan
Kenetaraan, Kealinnrann Unnha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan
non formal lain yang diperlukan masyarakat;

b, bohwa perlu memberilian izin kepada PKEM Cahaya Sunnah yang
berlokasi di Kp, Tengnh 11,003 RW,003 Desa Cileungsi, Kecamatan
Cileungsi, Knbupaten Bogor;

¢.  bahwa bherdansarkan pertimbangan schagaimana dimaksud dalam
huruf a dan hural b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bogor tentang lzin  Penyclenpggaraan  Pusat  Kegiatan  Belajar
Masyarakat (PKI3M) kepada PKBM Cahaya Sunnah yang herlokasi di
Kp. Tengah RT.003 RW.,003 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi,
Kabupaten Bogor,

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republile Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesia Nomor 4437),
schagaimana telah heberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 4844);

4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992
tentang,  Peran  Sertu Masyarakat  dalam  Pendidikan  Nasional
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 1992 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);

4, Peraturan Pemerintah Republile Indonesin Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidilian (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496) sehagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (entang Perubnhan
Atan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nastonal Pendidikan (Lembuaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 5410);

5. Peraturan....
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etang Merabahan Alas Peraturan Pemerintal Mo 17
JOI0 teatang tentang Pengelolaan dan Penyelenggatsan Yeruts
Lembharan Negaia Republik Indonesia Tahun 2010 Wotrnt
Tambahan Lembaran Negara Republik Indaneaia Nomeat 3157,
Peraturan Pemetintah Republik Indoneaia Nomor 12 Tahun 2013
wotang Derubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabus
JO0R tentang Standar Nasional Pendidikan,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Priayasian
Pessmnan Berusaha Tenntegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaras
Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republik [ndonecsa
%omor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian  Satuan Pendidikan Nom
Formal;

Pesaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Pemyvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956}

Keputusan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003
tertang Pedoman Umum Penvelenggaraan Pelayanan Publik:
Persturan Daecrah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah
pavuputen Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Dserah Kabupaten Bogor Nomor 90,

Peraturan Bupat Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Redudukan,
¢.sunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kena Dinas
Fenansman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Henta
Daersh ¥abupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

fessturan Bupat Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Kewenangen Venandatanganan Dokumen Administrast Pelavanan
Pernznen dan Nonpenznai Kepada  Kepala Perangkat  Dacrah
1ah diubah dengan Peraturan Bupatt Bogor Namaor 97
rerubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor

Prendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Nonpensinan
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3. Berita  Acarn Rapat  Pembahanan  lzin - Penyelenpgarnan  Punal
Kegintan Belojar Manyarakat (PKBM) Nomor ¢ 136/BAP-I1.PNIF/
NI/2018, tangpal 31 Desember 2018,

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU ¢ Memberi izin kepada s
Nama Lemboaga 1 YAYASAN CAHAYA SUNNAL
Alamat P Kp. Tengah  RT.003 RW.003 Desn  Cileungul,
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
Untuk mendirikan dan  menyelenggarakan  Pusat  Kegiatan  Belajar
Masyarakat (PKBM) :
Nama PKBM : PKBM CAHAYA SUNNAH

Alamat : Kp.  Tengah RT.003 RW.003 Desa Cileungsi,
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

KEDUA »  Penyelenggara diwajibkan untuk :

a. melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO)
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anal usia 0-6 Tahun;

b. melaksanakan kegiatan pendidikan Keaksaraan Fungsional (KI),
pendidikan kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau
pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;

¢. wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaleu;

d. menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan
mempergunakan modul dan kurikulum yang berlalku;

e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah
yang terkait;

f. melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar
sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan
sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal.

KETIGA . Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan
dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan
kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang
mengajukan izin pendirian baru; v

KETIGA . Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sccara
Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal (5 MAR 701

PENANAMAN MODAL DAN
R\{ERPADU SATU PINTU

Tembusan :
1. Yth. Bupati Bogor;

Yth. Wakil Bupati Bogor; '
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan);

. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor; )
Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

Yth. Camat Cileungsi; . .
Yth. Kepala Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
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